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Penelitian ini dilatarbelakangi karena salah satu kebijakan
pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui bantuan sosial non tunai. Pada tahun 2017 pemerintah
mengganti Program Rastra atau Beras Sejahtera menjadi Program
BPNT seiring berjalanya waktu berbagai masalah muncul
diantaranya sistem penilaian terhadap penerima program bantuan
pangan nontunai yang mengalami kendala seperti di Desa Ngerdani
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek program BPNT sudah
berjalan namun kurang maksimal. Masih ditemukanya beberapa
warga yang dirasa mampu namun tetap memperoleh bantuan
sedangkan warga yang layak mendapatkan tetapi tidak mendapat
bantuan. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63
tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai dan
salah satu prinsip dalam hukum ekonomi islam.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
sistem penilaian penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di
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Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek 2)
Bagaimana sistem penilaian penerima Bantuana Pangan Non Tunai
(BPNT) ditinjau dari Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai 3) Bagaimana sistem penilaian
penerima Bantuan Pangana Non Tunai (BPNT) di Desa Ngerdani
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Hukum
Ekonomi Islam. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah: 1) Untuk mendeskripsikan Sistem Penilaian Penerima
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan
Dongko Kabupaten Trenggalek, 2) Untuk menganalisis Sistem
Penilaian Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditinjau dari
Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Non Tunai di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten. 3)
Untuk menganalisis Sistem Penilaian Penerima Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten
Trenggalek ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data,
display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan. Dalam
pengecekan keabsahan, peneliti menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem penilaian
penerima Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa
Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sudah
terlaksana tetapi belum secara maksima hal ini dikarenakan masih
ditemukannya beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria
penerima bantuan yang ditetapkan tetapi tidak mendapatkan bantuan
sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi beberapa kriteria malah
mendapatkan bantuan sehingga muncul kesenjangan sosial ditengah
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masyarakat karena kurang tepatnya sasaran terhadap penerima
bantuan. 2) Penerapan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017
tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai di Desa
Ngerdani Kecamata Dongko Kabupaten Trenggalek berdasarkan data
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) telah sesuai ketentuan yang
ada. Namun, kenyataan yang terjadi data yang sudah masuk sampai
pusat sulit untuk digantikan dengan data baru sehingga akan
mempersulit pemerintah desa dalam proses menggatikan penerima
yang baru. 3) Sistem penilaian penerima Bantuan Pangan Nontunai
(BPNT) di Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten
Trenggalek ditinjau dari hukum ekonomi islam belum sepenuhnya
sesuai dengan salah satu prinsipnya yaitu prinsip keadilan dimana
rasa adil ditengah masyarakat belum tercipta dikarenakan masyarakat
yang berhak menerima tidak menerima bantuan sebaliknya
masyarakat yang dirasa mampu tetapi mendapatkan bantuan.
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ABSTRACT
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Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr.
Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I
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This research was motivated by one of the government's
policies in effort to improve community welfare through non-cash
social assistance. In 2017, the government changed the Rastra or
Prosperous Rice Program to the BPNT Program over time, various
problems arose, including the assessment system for recipients of
non-cash food assistance programs that experienced problems, such
as in Ngerdani Village, Dongko District, Trenggalek Regency, the
BPNT program has been running but is not optimal. There are still
some residents who feel capable but still get help while residents
who deserve but do not get assistance. So it is not in accordance with
Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning Non-Cash
Social Assistance Distribution and one of the principles in Islamic
economic law.

The focus of research in this study is: 1) How is the
assessment system for recipients of Non-Cash Food Assistance
(BPNT) in Ngerdani Village, Dongko District, Trenggalek Regency
2) How is the assessment system for recipients of Non-Cash Food
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Assistance (BPNT) reviewed from Presidential Regulation Number
63 of 2017 concerning the Distribution of Non-Cash Social
Assistance 3) How The assessment system for recipients of Non-
Cash Food Assistance (BPNT) in Ngerdani Village, Dongko District,
Trenggalek Regency is reviewed from Islamic Economic Law. The
objectives of this study are: 1) To describe the Non-Cash Food
Assistance Recipient Assessment System (BPNT) in Ngerdani
Village, Dongko District, Trenggalek Regency, 2) To analyze the
Non-Cash Food Assistance Recipient Assessment System (BPNT) in
terms of Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning the
Distribution of Non-Cash Social Assistance in Ngerdani Village,
Dongko District, Regency. 3) To analyze The Assessment System for
Non-Cash Food Assistance Recipients (BPNT) in Ngerdani Village,
Dongko District, Trenggalek Regency is reviewed from Islamic
Economic Law.

The research method used in this study is a qualitative
research method with an empirical juridical approach. The data
collection techniques used in this study were in-depth interviews,
observations, and documentation. While data analysis techniques use
data condensation, display (presentation of data) and drawing
conclusions. In checking the wvalidity, researchers use the
triangulation method.

The results of this study show that: 1) The assessment
system for recipients of the Noncash Food Assistance Program
(BPNT) in Ngerdani Village, Dongko District, Trenggalek Regency
has been implemented but has not maximally this is because there
are still some people who meet the criteria for receiving the specified
assistance but do not get assistance, while people who do not meet
some criteria instead get assistance, resulting in social inequality in
the middle community because of the lack of precise targets for aid
recipients. 2) The implementation of Presidential Regulation Number
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